
INTISARI  

 

Judul: Deskripsi Tentang Pemaknaan Frasa Penyidik Tindak Pidana Asal 

Dalam Penjelasan Pasal 74 Undang Undang No. 8 tahun 2010 Tentang 

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Mahkamah 

Konstitusi. Pokok permasalahannya: 1). Alasan-alasan apakah yang melandasi 

pemohon mengajukan permohonan uji materil tentang penjelasan Pasal 74 

Undang Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang? 2). Mengapa Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal 

bertentangan dengan UUD RI 1945? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk 

mengetahui Alasan-alasan permohonan uji materil dan 2) untuk mengetahui 

alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan 

menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945. 

Sifat dari penelitian ini adalah deskritif kualitatif dengan jenis penelitian normatif. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu: alasan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan menyatakan frasa penyidik 

tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 1945 dan variabel terikat yaitu: 

putusan Mahkamah Konstitusi dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan / dokumen 

yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Dari hasil penelitian dan analisis putusan diperoleh jawaban bahwa: 

1. Alasan-alasan yang melandasi pemohon mengajukan permohonan 

constitutional review yaitu:  

a. Pemohon sebagai PPNS hak konstitusionalnya dirugikan. 

b. Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang membatasi para pemohon tidak memiliki 

kewenangan. 

2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan 

menyatakan frasa penyidik tindak pidana asal bertentangan dengan UUD RI 

1945 karena: 

a. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

bertentangan dengan UUD 1945 

b. Adanya ketidaksinkronan antara norma Pasal 74 dan Penjelasan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;  

c. Diskriminasi penanganan tindak pidana pencucian uang bagi Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil. 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang dan Putusan Mahkamah 

Konstitusi. 

 


